
BUPATI ACEH BESAR 

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR 
NOMOR H TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2 
TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP 

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BESAR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran, 
untuk memberi kepastian hukum dan tertib administrasi 
pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan 
dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi 
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah maka perlu 
mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas 
dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan 
pegawai tidak tetap lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh 
Besar, sehingga perlu mengubah kembali Peraturan 
Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah 
Kabupaten Aceh Besar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh 
Besar tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati 
Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh 
Besar; 

1 .  Undang-Undang Nomor 7 (Ort) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 
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3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

9 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 
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1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210,  Tambahan kmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 7) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesiia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesiia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
lndonesiia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ten tang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
112 ) ;  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 
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19.  Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781) ;  

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
678), sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran 
Menteri Keuangan Nomor 1 1 9  Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peratu.ran Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negera 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907); 

2 1 .  Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 
Nomor 03); 

22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentu.kan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar 
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten 
Aceh Besar Nomor 55). 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN 
EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 2 
TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peratu.ran Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh 
Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 2), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Aceh Besar Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peratu.ran 
Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten 
Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 26) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentu.an Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 
(1 }  Dengan berdasarkan persetu.juan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

14 maka penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) diatu.r sebagi berikut: 
a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas dilakukan Sekda, 

Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan pejabat lainnya setingkat 
eselon II; 

b. dihapus. 
c. Sekda untuk perjalanan dinas keluar Daerah Luar Propinsi yang 

dilakukan pejabat lainnya setingkat eselon III dan eselon IV; 

d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah untu.k perjalanan dinas yang 
dilakukan PNS dan Pegawai Non PNS yang bertu.gas pada 
Organisasi Perangkat Daerah berkenaan; 

e. Ketua DPRK untu.k perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan 
DPRK serta Anggota DPRK 
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(2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan 
oleh masing-masing satuan kerja pelaksana SPPD. 

(3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menerbitkan SPPD untuk biaya 
perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan. 

(4) Kepala Oragnisasi Perangkat Daerah dalam menerbitkan SPPD 
sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dengan 
memperhatikan ketersediaan anggaran 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh 
Besar. 

Ditetapkan di Kota Jantho 
pada tanggal 22 Me 2024 M 

' zdal 1445 H 
CEH BESAR, ¥, 

# 
Diundangkan di Kota Jantho 
pada tanggal 2 2  Me 2024 M 

1 3  l4oil%, 1445 H 

S DAERAH ..1 
CEH BESAR,J 

l 

<// 
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024 NOMOR , ( 


